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PUTUSAN
Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Pors <

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 04 Desember 1976,
agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,

pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB.
JEMBRANA, BALI, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klungkung, 07 Juli 1977, agama Islam,
pekerjaan  xxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

- Telah mendengar keterangan Penggugat;

- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15
November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Ngr,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan
Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
Provinsi xxxx, pada tanggal 18 Juli 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor: 245/22/V11/2012, tertanggal 18 Juli 2012;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di umah orang tua
Penggugat di  XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XX XXX XXX, Kelurahan/Desa
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi xxxx, dan
menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak awal bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
® Tergugat tidak menyukai apabila Penggugat bersilaturahim dengan
teman-temannya;

® Tergugattidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat;

® Tergugat tidak menghargai Penggugat dengan mengambil tindakan untuk
pisah tempat tinggal tanpa alasan yang jelas dengan Penggugat, dimana
perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat kecewa dan sakit hati ;

® Tergugattidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama 7 bulan
kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat telah menyetujui Penggugat mengajukan perceraian di
Pengadilan Agama XXXxxX;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni
2022 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
Saat ini Penggugat tetap berada dirumah orang tuanya di XXXXXX XXXXXXXX
XXXXX, XX XXX XXX, Kelurahan/Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi xxxx sedangkan Tergugat tinggal di nmah kos
di XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kelurahan/Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XxXxxxx,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi xxxx;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban
suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak
lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan

bermusyawarah untuk menyelamatkan pemikahan, akan tetapi tidak berhasil
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karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah
tidak mempunyaii'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus
karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan
memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum
yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
Subsidair :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
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Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pemah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Laswita NIK.
5101014412760004 tertanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai
cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi
tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/22/VI11/2012 tertanggal 18 Juli
2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxXXxX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai
cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi
tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bemama PENGGUGAT dan

Tergugat bernama TERGUGAT, saksi pernah menghadiri di pernikahan

mereka tanggal 18 juli 2012 karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, RT002, Desa XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXxxxX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi xxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan
rukun, namun sekarang ini saksi melihat Tergugat tidak lagi tinggal
bersama Penggugat di kediaman bersama;

- Bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi tidak
pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselishan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pemah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terkait perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Tergugat sudah
meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Mei 2022 atau sudah berjalan 6
(enam) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saat ini
Penggugat tetap berada dirumah orang tua kami di XXXXXX XXXXXXXX XXXXX,
RT002, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
Provinsi xxxx sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya,;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sejak awal
bulan Mei 2022 atau sudah berjalan 6 (enam) bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak pemah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena saksi melihat mereka baik-baik saja dan tidak pemah
melihat mereka bertengkar atau berselisih;
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Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan
mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak
dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Desa

XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi xxxx, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bemama PENGGUGAT dan
Tergugat bernama TERGUGAT, saksi pernah menghadiri di pernikahan
mereka tanggal 18 juli 2012 karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, RT002, Desa XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXxXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi xxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan
rukun, namun sekarang ini saksi melihat Tergugat tidak lagi tinggal
bersama Penggugat di kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugatdan Tergugat karena saksi melihathubungannya baik-baik saja;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselishan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pemah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terkait perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saat ini
Penggugat tetap berada dirumah orang tua kami di XXXXXX XXXXXXXX XXXXX,
RTO02, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,

Provinsi xxxx sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya,;
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- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak pemah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena saksi melihat mereka baik-baik saja dan tidak ingin

mengintervensi rumah tangga mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan
mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak
dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak
akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, ternyata Penggugat telah
mengajukan gugatan Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama perkara a quo adalah kewenangan absolut
Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah
sesuai Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan
telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdata, yang secara materil
menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama
xxxxxx, memiliki kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat, sehingga
sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
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ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak temyata tidak hadimya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum
dan Penggugat memohon agar perkaranya segera diputus, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan
diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak senang apabila Penggugat
bersilaturahmi dengan teman-teman Penggugat serta Tergugat tidak pernah
mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga terjadi pisah rumah sejak ...
terakhir hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian
yang alasan pokoknya terkait Pasal 19 hurf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya
didasarkan pada Inpres Rl Nomor 1 Tahun 1991, maka Penggugat tetap
diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan
alat-alat bukti yang cukup untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang
terdekatnya sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur
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dalam Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah
memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdata, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2012,
relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2
sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma
dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal 18 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun
1991,

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat
(2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan
keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keretakan dalam rumah
tangga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak
sebuah fakta hukum bahwa Penggugat tidak memiliki alasan hukum untuk
bercerai dengan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan
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Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada
Inpres Rl Nomor 1 Tahun 1991, maka Hakim menilai gugatan Penggugat harus
ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari
Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil
Awwal 1444 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.l. sebagai Hakim, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut, dan didampingi oleh Reni Yuniarti, A.K.S., M.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.
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Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 200.000,00
- PNBP ‘Rp 10.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
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